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Dengan ini saya menyatakan bahwa :  
 
1. Karya tulis saya, dengan judul tesis ini adalah belum pernah diajukan untuk 
mendapatkan gelar akademik (Sarjana maupun Magister) baik di Universitas 
Krinsten Indonesia maupun di perguruan tinggi lain), walaupun sudah ada yang 
menulis dengan objek penelitian yang sama, namun karya tulis ini menambah 
keanekaragaman penelitian dalam objek penelitian yang sama. 
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa 
bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing. 
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang relah ditulis atau 
dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai 
acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam 
daftar pustaka. 
4. Penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat 
penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia 
menerima sanksi akademik berupa pencabuta gelar yang telah diperoleh karena 
karya saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan 
tinggi ini. 
 
Jakarta, 24 Mei 2017 
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Washington Effendi Pangaribuan 
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-
VIII/2010 Tanggal 13 Februari Terhadap Hak Waris Diluar 
Nikah (Study Kasus Terhadap Putusan PN Balikpapan 
No.91/Pdt.G/2014/PN.BPP tanggal 26 Mei 2015). 
Hak Waris, Anak di Luar Nikah 
xiii + 160 halaman. 
 
 
Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan 
rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun 
mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga 
dan meneruskan keturunan. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan 
biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status 
dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu 
perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan 
kedudukan yang sah dimata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu 
hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan 
menyandang status sebagai anak luar kawin.  
Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan 
bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-
VIII/2010 pada tanggal 13 Februari 2012 tentang judicial review terhadap Pasal 2 ayat 
(2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah 
melahirkan norma baru, yakni menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya”, bertentangan  dengan  
Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sepanjang  dimaknai  
menghilangkan hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  
ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  ternyata 














Dengan puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya 
menyerahkan Tesis ini yang berjudul “IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN 
MAHKAMAH KONSTITUSI No.46/PUU-VIII/2010 TANGGAL 13 FEBRUARI 
2012 TERHADAP HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH (Study Kasus Terhadap 
Putusan PN Balikpapan No.91/Pdt.G/2014/PN.BPP tanggal 26 Mei 2015)” kehadapan 
Majelis Penguji Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Serjana Universitas 
Kristen Indonesia, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu 
Hukum (M.H). hanya dengan anugerah-Nyalah serta dengan berkat bantuan Prof. Dr. 
Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, serta dan Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., 
M.BA, serta bekal pendidikan yang saya peroleh selama mengikuti studi dalam 
Program Magister Ilmu Hukum – Program Pasca Sarjana (P.M.I.H-P.P.S) Universias 
Kristern Indonesia di Jakarta, saya dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini. 
Tesisi ini menyajikan penelitian terhadap perkembangan norma hukum tentang 
hak waris anak di luar nikah. Dinama terhadap perkembangan norma hukum tentang 
hak waris anak di luar nikah telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012 
tentang judicial review terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan. Selain itu juga tesis ini membahas tentang bagaimana 
penerapan norma hukum tentang hak waris anak di luar nikah pasca keluarnya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012 dalam 
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Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.91/Pdt.G/2014/PN.BPP tanggal 26 Mei 
2015. Mudah-mudahan tesis ini bisa membawa manfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan di Indonesia. 
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penulis yang memberikan arahan teknis dalam penulisan dan penelitian sampai 
tesis ini dapat diselesaikan ; 
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Bello, S.H., M.H., Sri Nurul Ribawati, S.H., L.L.M, dan lain-lain yang tidak 
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7. Keluarga besar kami yakni orang tua yang sudah membesarkan dan 
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Demikian juga penuh rasa hormat penulis tujukan kepada mereka yang karya dan 
pandangannya menjadi dasar dan pedoman bagi penulis dalam menyusun tesis ini, 
dengan catatan bahwa segala kekurangan apapun yang ada pada tesis ini, tidak ada 
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